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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,
sehingga ada beberapa konsekuensi yang ada padanya. Hukum merupakan
kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku
manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi
negara dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.*

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek
memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum
menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa
yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu
mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang.
Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum yang mana disertai ancaman (sankst).

Salah satu tindak pidana yang sangat merugikan negara adalah tindak
pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary
crime vyaitu sebagai tindak pidana yang luar biasa karena dampak yang
ditimbulkannya selain kerugian negara juga dampak sosial yang diderita

masyarakat secara luas. Ini karena uang yang dikorupsi merupakan uang

!Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him. 3.



negara yang seharusnya digunakan bagi kepentingan publik atau kesejahteraan

masyarakat.

Semangat dan upaya pemberantasan korupsi di era reformasi ditandai
dengan keluarnya berbagai produk perundang-undangan, sebagai berikut :2
a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b. Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

c. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Kebijakan legislatif itu masih ditambah lagi dengan
keluarnya beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang
berhubungan dengan tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara
negara dan Komisi Ombusdman Nasional, sampai kemudian disahkan
Undang-Undang Nomor RiI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia
selama ini masih mengalami kesulitan cukup signifikan, sehingga upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara
terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai

sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti

2 Yusi Amdani, Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi
Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-
Desember 2017, h.188.



peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna
menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. 3

Penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum
pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita
hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita
hukum tersebut memuat moral hukum seperti keadilan hukum dan kebenaran.*
Sebagai bagian dari politik kriminal, maka tujuan umum dari hukum pidana
dalam segala aspeknya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat.®

Polri sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 30 ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945 merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta
menegakkan hukum. Dalam hal ini Polri berperan dalam dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Tugas polisi adalah membina keamanan dan ketertiban masyarakat

atau dengan kata lain mengawasi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang

3 Susilawati, Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak
Pidana Korupsi (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah
Sumatera Utara), Jurnal Hukum Kaidah, Voume 19, Nomor 1, 2019, h.51

4 Sulaiman (Ed.), 2016, Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang
Terlupakan, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Thafa Media, Yogyakarta, h. 313.

5 Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum
Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Semaang : Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, h.91.



dapat mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat. Dilihat dari segi
yuridisnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah awal
untuk dilakukannya penyidikan, setelah sebelumnya diketahui akan adanya
atau diduga terjadi suatu tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa
tindakan kepolisian tersebut merupakan penyelenggaraan hukum yang bersifat
represif, yang pada prinsipnya harus didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, seperti KUHP.dan ketentuan Hukum Acara Pidana.®

Kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam penanganan
tindak pidana korupsi melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan
sebagai tindakan awal penyelesaian tindak pidana memiliki peranan penting
dalam menentukan posisi suatu perkara pidana. KUHAP memberikan
pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan
akan menjadi bukti awal sebagai dasar diadakannya penuntutan membuat
proses penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati.

Data dari ICW mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 terjadi 1.218
perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Total terdakwa kasus korupsi di

tahun 2020, mencapai 1.298 orang. Dari data tersebut tercatat praktek korupsi

6 Tito Satria Perdana, 2019, Peran Penyidik Utama Satuan Reskrim Polsek Gamping Dalam
Upaya Penurunan Tingkat Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsek Gamping, Tesis, Yogyakarta :
Univesitas Janabadra, h. 5.



dilakukan paling besar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan 321 kasus,
pihak swasta dengan 286 kasus, dan perangkat desa dengan 330 kasus.’
Banyaknya kasus korupsi yang diputus oleh pengadilan tersebut tidak terlepas
dari peran Polri selaku penyidik.

Di Polres Rembang, setiap tahunnya menangani kasus korupsi
sebanyak 2 kasus. Dalam hal ini, penyidik mempunyai tugas tidak mudah
untuk mencari kebenaran dengan mengumpulkan bukti-bukti terjadinya tindak
pidana, dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik melakukan
serangkaian tindakan untuk menetapkan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana (penyelidikan), yang kemudian dilanjutkan dengan mencari
serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi
(penyidikan). Polisi harus mendapatkan bukti yang kuat untuk menghadapkan
tersangka ke persidangan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak
bersalah.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi apabila dilakukan operasi
tangkap tangan, maka dilakukan penangkapan dan penahanan. Namun apabila
diawali dengan aduan maka harus dilakukan audit dari BPK atau BPKB atau
inspektorat untuk menentukan jumlah kerugian terlebih dahulu baru dilakukan
proses penyidikan. Pada prakteknya, proses penyidikan tindak pidana korupsi
sering terkendala daam pemberkasan sehingga proses penyidikan menjadi

lambat.

" Data ICW 2020 Kerugian Negara Rp 567 Triliun Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9
Triliun, https://nasional.kompas.com, diaksees 21 Mei 2021.
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul: “PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLRES

REMBANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di
wilayah hukum Polres Rembang ?
2. Bagaimankaah hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana

korupsi di wilayah hukum Polres Rembang dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam penanganan
tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penyidik dalam
penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang dan

solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan

dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana kaitannya

dengan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penegak hukum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan bagi pihak kepolisian khususnya penyidik dalam
penanganan tindak pidana korupsi.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi bagi masyarakat mengenai penanganan tindak pidana

korupsi pada tingkat penyidikan.

E. Kerangka Konseptual
1. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis
kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.®
Sedangkan menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan
konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.
Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi

akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.®

8 Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta : Bumi Aksara, h. 243.
9 Riyadi, 2002, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi
Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Jakarta : Gramedia, h.138.



2. Penyidik

Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau
ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam
kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam
bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.l® Menurut
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang.

3. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin corruptus atau dalam
bahasa Inggris berarti corruption yang artinya secara harfiah menurut The
Lexition Webster Dictionary adalah kebusukan, keburukan, kebejatan,
ketidakjujuran, disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, serta
ucapan yang menghina atau memfitnah.'*

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip Aziz Syamsudin, secara
harfiah kata korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak
jujur yang dikaitkan dengan keuangan.*?> Sedangkan menurut Victor M.
Situmorang, Korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan

maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang

10 M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika,h. 109.
11 Andi Hamzah, 1991, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta :
Gramedia, h. 9.
12 Aziz Syamsuddin, 2013, Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, h. 137



langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah
atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang
mana perbuatan tersebut dilakukan dengan  menyalahgunakan
jabatan/wewenang yang ada padanya.*®

Pengertian tindak pidana korupsi pada dasarnya telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001, yaitu meliputi Pasal 2 sampai dengan Pasal 13.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Teori peran adalah “sebuah tecori yang digunakan dalam dunia
sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai
teori, orientasi maupun disiplin ilmu.”** Teori peran berbicara tentang
istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang
aktor dala teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya
sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berprilaku secara tertentu. Posisi
seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam
masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Peran menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu
Pengantar adalah :

Proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

13 Victor M. Situmorang. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Rineka Cipta ,
1994.him. 1
14 Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, Teori- Teori Psikologi Sosial, Jakarta : Rajawali Pers,
h.215.



dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan

dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu

tergantung pada yang lain dan sebaliknya.’®

Linton, seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran.
Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor
yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai
dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama
yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut teori ini, Seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya
sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya,
diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.
Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang
dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati
pasien yang datang kepadanya dan perilaku tersebut ditentukan oleh peran
sosialnya.t®

Menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai
berikut :1’
1. Peran aktif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok

karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok,

seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

15 Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Jakarta : Rajawali Pers,
h. 212.

16 Gartiria Hutami dan Anis Chariri, Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran
Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada
Inspektorat Kota Semarang), Jurnal, http://www.eprint.undip.ac.id, diakses 21 Mei 2021.

17 Soerjono Soekanto, Op.Cit., h.242
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2. Peran partisipatif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok
kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat
berguna bagi kelompok itu sendiri. \

3. Peran pasif, adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif,
dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan
kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan
baik.

Peran mempunyai beberapa unsur antara lain :*

1) Peran normatif, dalam penegakan hukum secara total enforcement
yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi. Siapa saja
yang menjalankan aturan normatif melakukan suatu atau tidak
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan
hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum.
Itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu
untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan
sebagai seharusnya dan untuk memastikan itu diperkenakan untuk
menggunakan daya paksa.

2) Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan
dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, misalnya kepolisian
diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai

pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban,

18 Ibid., h. 163.
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keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat,
artinya peranan yang nyata.

3) Peran yang dilakukan diri sendiri, merupakan norma atau aturan yang
berisi ewajiban dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan
melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial
masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus
dibedakan dengan posisi- dalam pergaulan masyarakat. Posisi
seseorang dalam  masyarakat merupakan unsur statis yang
menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih
banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu
proses. Seseorang - menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta

menjalankan suatu peranan.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.*®

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

19 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta
: Rajawali Press, h.3.
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hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo
menjelaskan bahwa ‘“Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara
normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan
harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur uang
selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit),
kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit).”?°

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat
sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum
tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum
dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka
peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak
bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut lihami Bisri adalah usaha semua
kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa,
dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-
golongan tertentu saja, antara lain; 2*

a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu
seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut
secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum,
yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda

akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan

20 sudikmo Mertokusumo, 2001, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung : Citra
Aditya Bakti, Bandung, h.1

21 |lhami Bisri, 2012, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di
Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, h.128.
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bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan
pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai
pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan
negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat
baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara
kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi
penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan
tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak
dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada
kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas
manusia;

Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari
pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas
kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki
kekuasaan politik (legislatif);

Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi
menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah suatu

usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa

keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan

terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada

pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang
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dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana
dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan
politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada
suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.??

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum
adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-
norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu,
perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman
saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat
pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban
dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini
dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu
menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil
yang didasarkan oleh nilai-nilar actual di dalam masyarakat beradab.
Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk
masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk
melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Satjpto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan

suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, ke-

22 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti,
Bandung, h. 109.
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manfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-
ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan
hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman
perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk
mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut
sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan
pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.?®

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai
dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik
masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.?

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi
aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni
mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang
telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan
hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut
penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.?

Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teori

penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut

23 Satjipto Rahardjo, 2005, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar
Baru, Bandung, h. 24

24 Shahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu,
Yogyakarta, h. 132.

%5 Siswanto Sunaryo, 2004, Penegakkan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi
Hukum), Raja Grafindo Persada, Jakarta, h, 71
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Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan
hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk men-
ciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.?®

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasamya mempunyai
pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang
buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam
pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban
dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai
kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme,
dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu
diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan
nilai ketenteraman. Sebab, nilai- ketertiban bertitik tolak pada keterikatan,
sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam
kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan
di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan
penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya
bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk

kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin

% Sperjono Soekanto, 2016, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.
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berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang Hukum Tata
Negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang
berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan
tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah Hukum
Pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan
tertentu, sedang-kan di dalam bidang Hukum Perdata ada kaidah-kaidah
yang berisikan kebolehan-kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian
menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang
dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut
bertujuan untuk - menciptakan, ~memelihara, dan mempertahankan
kedamaian.?’

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupa-
kan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak
secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mem-punyai unsur
penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka
LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara
hukum dan moral (etika dalam arti sempit).%

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada
ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.
Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai

yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang ber-

27 1bid., h.6.
28 bid.
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simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian
pergaulan hidup.?®
Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia ke-
cenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement
begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengarti-
kan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.*°
Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-
faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mem-
punyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak
pada isi faktor-faktor tersebut. Fakior-faktor tersebut, adalah sebagai
berikut ;3
a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur

daripada efektivitas penegakan hukum.®2

29 1bid.
%0 bid.
%1 1bid., h. 8.
%2 1bid., h. 9.
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G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum
dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini
juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.®® Penelitian
meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya
yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana
illegal mining.

yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan meninjau kaidah-
kaidah hukum yang ada sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaannya
dalam masyarakat. Hal ini mengingat adanya keterkaitan yang erat antara
faktor yuridis dan sosiologis.** Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum
dan peraturan-peraturan tertulis lainnya serta pelaksanaan peran penyidik
dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres

Rembang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini  bersifat deskriptif analisis, karena peneliti

berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan

3 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta :
Ghalia Indonesia, Jakarta, h.33.
3 Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia, h.34.
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objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik
kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.®® Dikatakan deskriptif karena
dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas,
rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan
dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian
lapangan, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Polres

Rembang terkait penanganan tindak pidana korupsi.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h.183.
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b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka
melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari
instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Data
sekunder ini mencakup :
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
dan terdiri dari :
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana
¢) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
d) Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Undang-Undang - Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2) Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan
makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.
3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

seperti ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan

dan studi kepustakaan (library research).
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a. Studi lapangan
Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin
dengan pihak penyidik di Polres Rembang.

b. Studi kepustakaan
Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan
perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok
bahasan penelitian, yaitu mengenai peran penyidik dalam penanganan

tindak pidana korupsi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non
matematis. Data yang telah terkumpul dan lengkap tersebut, dipilih dan
disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan
menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu
kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh
kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-

persoalan yang diajukan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB|I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
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BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak
pidana korupsi, tinjauan tentang Polri, tinjauan tentang penyidikan,
tinjauan tentang penyidikan, dan tindak pidana korupsi ditinjau
ditinjau dari hukum Islam.

BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai peran penyidik
dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres
Rembang dan hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana
korupsi di wilayah hukum Polres Rembang serta solusinya

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini-akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.
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